| YANG BERBASIS RES TORATI VE ] US TI GE

.Oieh D " Setye Utomo, S H M Hum . .

A :..Latar Belakang o R _
| '_:Z-KUHP yano sekaram chbmlakul\an di IﬁdOll&Sld ’1d0.1‘1 1 KUHP yang '

g _dzbellakukan di Indonesia’ denuan bebexapd penyesuaian, bahkan Prof.

sxsmm, PEMIDANAAN DALAM HUKUM Pgmm-‘-_f}_}

___-bélsumbm dari. hukum ko}onml Belamda (Werboek van Str afrecht) yang
ada. pIaan\nyd suchh tidak sesuai-dengan kondisi masyarakat Indone-
sia sekcu ang. KUHP- yang. mex upakan warisan KUHP Kerajaan Belanda -

" Soedarto menyatakan bﬂhwa teks resmi; KUHP hingga saat ini masih . -

_dalam bahasa Belanda, .

: - Pasca Lemerdekaan bzu}\ p&d‘l masa demokrasi terpimpin maupun
:::_Orde Baru, KUHP. warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk

- pula harzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencmn) texhadap p;mpman
'-pohtik pejabat. atau golongan etnis. - :

L Kenyataan mﬂah yanﬂ menyebdbkan l\ebuzuhan untuk melakukan
.pembaharuan hukum pidana’ (penal Jefonn) di Indonesia. Kebutuhan
untuk melakukan pembahaman hukum pidana sqalan dengan hasil dari
“""Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan
" kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa
hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering
- berasal dari hukum asing dari.zaman kolonial yang pada umumnya
- -telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan
-zaman dan tidak sesual dengan kenyataan (ousmoded and unreal) karena
~stidak berakar dan:pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi
dengan aspirasi masyatakat sexta t;dak responsif terhadap kebutuhan
-:sosial masa kini.

o _' Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan
‘yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara
tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-Undang

* Makalah disampaikan pada Focus Grbup Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010
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: _-;anum Pldana (RKUHP) yang. menyatal an bahwa materi hukum p;dand__: o
" nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan” .

- perkembangan’ kehidupan ber bangsa dan’ bernegara bangsa Indonesia.

~‘Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai
. perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional ‘Negara Republik
- Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

. - Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung
* ‘tinggi hak asasi manusia.

' Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan’

.+ +Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk
.- menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan
_'-=-.segala perubahannya -merupakan -salah-satu usaha dalam rangka
- ‘pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah

~dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai

-~ bidang, sesuai-dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran

hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyaraka.

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP

~tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana vang dilakukan

meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauth berbeda
dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana

.:513.di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah
pasal yang berkaitan dengan ketentuan umum. Jumiah rancangan pasal

_yang sedemilian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang
tindak pidana dalam RK'UHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan

. yang mengkritisi bahwa RKUHP. ini mempunyai gejala over

criminalization.

‘Sorotan lainnya adalah berkaitan dengan pola pemidanaan dan

- penetapan sanksi pidana yang masih menempatkan pidana mati sebagai
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pidana yang terberat. Kritik atas masih dipertahankannya pidana mati
‘bagi pelaku ini didasarkan atas pelanggaran terhadap konstitusi dimana

datam UUD Amandemen Kedua, secara tegas dinyatakan tentang jaminan
atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaaan apapun (non derogable rights). Selain itu, mempertahankan
hukuman mati juga bertentangan dengan beberapa prinsip dan standar
internasional dalam mengenai pemidanaan. PBB juga telah mengeluarkan
beberapa dokumen penting berkaitan dengan pemidanaan. Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoner tabun 1957 dan Konvenan
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Dedamrzon of ‘Basic Prmczple of Justice. for Vzcrun.s of Crime and g
Abuse of Power oleh’ Mdjehs Umum PBB. Denoan Tumusan yang demikian,

Sipll Pohuk pada mhun 1966 menyamkan bahwa mJuan dd]:‘l penuda;}‘mn - . o
adalah untuk merehabilitasi pelaku Lejahatan PBB j Jjuga menyoroli tentang
: pentmonya perhatzan kepada korban I\ejahatan dengan dikeluarkannya -0

. sorotan khusus berkenaan dengan pola pe;mdanaar; dan penentuan sanksi =

dijadikan- sanks; dalam suatu tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana,
i dalam hal.ini. ‘berkaitan ‘dengan sistem sanksi dalam. RKUHP, harus
b 3c_hlanda91 denvan re-orientasi-atas tujuan pemidanaan. Hal ini penting
. untuk melihat apa maksud dan capaian yang hendak diharapkan atas
S '_sebuah proses pembahar uan dalam hukum pidana. Mengetahui maksud
. dan capajan tentang twjuan pemidanaan akan menunjukkan paradigmsa
negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak
asasi terhadap -warga negaranya sebagaimana dicantumkan dalam
"':-1\.01'151delannyé Namun tujuan penudanaan dan bentuk-bentuk sanksi
"'_dalam REUHP peJ.Iu dilakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana
“landasan Eujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi yang ditetapkan,
”'.'k'irena penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah
' sangat penting dan st;ateﬁls untuk mencapm tujuan dan kebgakan hukum
“pidana (penal policy).

B. . Permasalahan

* Selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam
“* hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan
~“ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana
“yang tidak konsisten dan tumpang tindih, RKUHP yang telah disusun
_ ini nampaknya akan mengalami problem yang sama dimana kecenderungan
‘adanya pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi. Persoalan
*‘penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam RKUHP Indonesia, dalam
“sejarahnya, mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih
dari delapan konsep RKUHP yang dalam beberapa konsepnya mempunyai
persamaan namun juga terdapat beberapa perbedaan.
Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan
sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari wakeu ke waktu.

Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan
konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi
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_.:d.:ﬂam RKUHP sela lu dlscsuzukaz} denfr an perkembangan kondisi kehidupan

. berbangsa dan bernecuua Balda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan
- "_bdhwa hubunﬂan antara peueiapan sanksx pidana dan tujuan pemidanaan
" adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal,

B Mene:n{uk'm tujuan pumzdana&n dapat menjadl landasan untuk menentukan
A cara sarana amu tindakan yang akan digunakan.

Kebmi\'u‘; menetapkan sanksi-pidana apa yang dianggap paling

"":'bali\ untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak
-.--’dapat dilepaskan dari’ ‘persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

-/ “Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana

. yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil
< ataw efekiif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut
- politik kriminil, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas
~yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya
= jems sanksi pidana yang d1p1hh dan ditetapkan.

Ketentmn mencenm pe;mdandm dalam RKUHP, jika dibandingkan

| dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan

mendasar. Baglan mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang

'tajuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai

dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan
ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang
berlaku saat ini.

Rancangan KUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double
track system} dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi
sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai
tmdakm (treatment). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam
RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan
pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis

‘tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP
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Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut,
ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama
int menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang hukuman mati. Di
samping itu, RKUHP juga memasukkan beberapa ketentuan yang berkaitan
dengan pemidanaan (denda) adat yang mempunyai rumusan tidak rinci
dan sangat tergantung pada putusan hakim. RKUHP sejak awal terlihat
tidak cukup konsisten dalam menentukan tujuan pemidanaan dan penetapan
sanksi-sanksinya.
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:h_éikikamya' und

"‘undano pdd‘l h.ﬂ\lkamy'l hanya mer upakan sarana untuix menc&pm fujuan,

) :
melalui uga t‘lhap ‘Agar ada E\etes Ja ‘ﬂman dan keter padu'm antara ketwa._' 3

_ '_'.“funos1 pens:end’than konu oI” dan sekaligus memberikan landasan filosofis,
;:.das‘u rasmnahtas ci&n motw 51_ penuclanaan yang Jelas dan telma.h

Senap masyarakat mencrembancrkan mekamsmenya sendiri-sendiri

Barcia Nawaw1 Anef meﬂydtahan b:,lllwa pOI\O]s_—pOLOL plkndn yan(r B
-fteilxanduno dalam perumusdn tuJLmn pem;danaan qdalah a) Padaf.""
_G—undanc merupal kan sistem hul\um yang: bertu_;udn' D
sehingga d;rumus}mn plddlld dan atman penndanafm dalam’ undancr—ﬁ"”"

) Dilihat’ secara fungsional. operasmnal pemlcianaan merupakan suatu.
anokalan proses dan keblgakan yang. konhretasmya sengaja dnencandkdn Sy

ah’tp 1tu sebagai’ satu kesatuan smtem pemzdanaan maka diramuskan
_-tujuan pemldanaan 5} Pemmusan EUJU&H pemidanaan dlmaksudkan sebagai < -

'-'.'__Gum menvonuol perilaku. anggota-anggotanya yang. melakukan atau =

“.yanv dl'mggap melakukan penlal\u yang menyimpang. Khususnya bila
'.'.'_penyimpanuan tersebut ‘dianggap intensional; tidak dapat diterima dan
'-_:_.mcngaklbatkan -ker_u_gmn serius -(berupa Aimbulnya korban atau biaya
dalam arti luas}, 3inuncullah konsep penghukuman (punishment). Pada
awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma retriburive dan
merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
. atau sekelompok orang. Paradigma retributif ini terlihat dalam semangat
' '-mengganﬁr secara %etlmpdi berkaltan denoan perbuatan dan atau efek
- dari perbmtan yang tehh dﬂdkukan Paradwma penohukuman betakangan
muncuI denoan semangat agar orang tldaic melakukan perbuatan yang
: dlanmmlgdn Denoan kam lam pencrhukuman dﬂakukan dengan semangat
' -menanOkaI (dcter rence) N

Pelkembdnoan pemahdman mengenal kegunaan penghukuman sebagat
- -instrumen dalam rangka metode pengubahan tingkah laku terlihat melalui
munculnya parédigma rehiabilitative. Paradigma tersebut melibat bahwa
-seseorang yang melanggar atau menyimpang dari aturan yang ada pada
dasarnya adalah orang yang rusak, sakit, kekurangan, bermasalah atau
memiliki ketidakmampuan sehingga melakukan perilaku tersebut. Oleh
karena itu, melalui penghukuman atasnya, orang tersebut pada dasarnya
hendak diperbaiki atau disembuhkan dart kekurangannya. Seiring dengan
perubahan paradigma tersebut, bentuk-bentuk penghukuman pun
berkembang, bervariasi dan, konon, semakin manusiawi.
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C Ruang ngkup sttem Pemldanaan

: Sec*ua smokat ‘sistemn pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem
-_:::spembenaﬂ atau penjatuhan pidana”. Sister pemberian/penjatuhan pidana
".'(slst_em_ pex_mda_naan) itn dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudat
- fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem
+ ‘pemidanaan dapai diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-
:ioundangan) untuk  fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana,
"'..-Ke_sclu_ruhan.ssstmn ‘(aturan perundang-undangan) yang mengatur
- bagaimana - hukum pidana ditegakkan atau dioperasionatkan secara
Lon}uet sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Denvan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik
“‘dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem
- ‘Hukum Pidana ‘Materiil/Substantif, sub-sistern Huokum Pidana Formal
- dan-sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu
“'merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin

hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan
salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian
itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsionail” atau “sistem
pemidanaan dalam arti luas”.

~ Dari sudu_t norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukom b s
pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan
sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau
Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/
penjatihan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka
keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang
ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya
merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan
umum” {“general rules”) dan “aturan khusus” ( “special rules”). Aturan
umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di
dalam Buku II dan 1II KUHP mauapun dalam UU Khusus di luar KUHP.

D. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep
dirumuskan teatang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”. Dirumuskannya
hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa:
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Smtem hul\um p;daﬂa mel ¥ mkdﬂ satu i\esaiugm sistem yang ber tazjuan
' j._( “pmposwe sv.srem ) dan pxdma hmya mer upakan dl&t/SdI’and untuk

i ‘mencapai tuJuan

"--_"3.-1-_'--5-“Tujuan p1dma me;upakan bagian lnteoxal (sub 51stem) dau'._' S
2 keseluruhan sistem pemldanaan {sistem hukum pidana) di samping .

_:sub sxstem Iamnyd Cyaitu . sub-sistem .~ “tindak . pidana”,
it pertdn gun _Jawaban pldana (}\e‘;dlahan) dan ‘pidana”;

i Pe_r_umusa_n tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai
- fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekali gus memberikan dasar/
- landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;

3. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan
. ° suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif),
‘tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi”

++ (kebijakan administratiffeksekutif); oleh karena it agar ada keterjalinan
dan keterpaduan atara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem

. pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

E. " Ide-ide Dasar Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep, dilatarbelakangi
oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. - ide ‘keseimbangan monocdualistik antara kepentingan masyarakat
(umum) dan kepentingan individu;

© b...:ide keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
‘c. ide keseimbangan antara pidana vang berorientasi pada pelaku/
" “offender” (individualisasi pidana) dan “victin” (korban);

d. ide penggunaan"‘(loz;bch track system” (antara pidana/puiisiunent
dengan tindakan/treatmeni/measures);

e. ide mengefektifkan “non custodial measures (alternatives to
imprisonment}”.

~f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (“elasticity/flexibility of
sentencing”),

i)

Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“modification of
sanction”; the alteration/annulment/revocation of sanction™;
“redetermining of punishinent”);
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' :""_Ide su’omdxaritas di c%alam memdlh jenis pldzma
".-:Ide peimdafan hd}um (“mchteih]k pardon”/"judicial pardon”y;
.:__-:._Idf: mendahulukanfmenoutamakan keadilan dari kepastian hukum.

- "Benola.k dari ide-<ide dasar itu, maka di dalam Konsep ada ketentutuan- .

""I\etcﬁtuan yanw tidak ada dalam K{IHP (WVS) yang berlaku saat ini,
~ yaitu antara lain: :

1

10.

11,
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adanya pasal yanez menegaskan asas “tiada pidana tanp'1 Lesaldhm”

' '(deS cuipdblhtas) yang dx;mbdno: dengan adanya ketentuan tentang

szrzct l:ab:l:rv dan “vicarious habzlztv” (Pasal 35);

. adanya batas usm pertang goungajawaban pidana anak (“the age of
© erimingl I(fépOlISlblf([V "); Pasal 46.

.:adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak (Bab III
.. Bagian Keempat);

adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau

tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak
(asas dwem) Pasal 111;

adanya pzdana mati bersyarat (Pasal 86):

dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan
bersyarat (Pasal 67 jo 69);

-adanya pidana Kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan

pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang
hidup (Pasal 62 jo 64);

adanya pidana minimal khusus yang disertai Jjuga dengan aturan/
pedoman pemidanaannya atau penerapannya (Pasal 66, 82, 120,
121, 130, 137);

dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan);

dimungkinkannya pidana tambahan dijatubkan sebagai sanksi yang
berdiri sendiri (Pasal 64 ayat 2);

dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak
tercantum dalam perumusan dc ik yang hanya diancam dengan
pidana tunggal (Pasal 56-57);
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'_"-13.:::-d1mungkmkannya haklm membeu maaf/pencrampunan( rechreilzjk i i
- pardon”) tanpa menjatuh]\an pidana/tindakan apapun kepada .
- terdakwa, sekahpun telah te1bukt1 adanya tmdak pidana dan kesaldhan_.-'. R
_(Pdsal 52 ayat 2); : : : -

14, ad'mya kewenancan hfﬁ\xm untuk tetap mempex tangcuncd'lwabkan/ o
o B memadana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jikasi '; =
i :_pela}{u patut d}pmsaldhi\an (chcela) atas .terjadinya keadaan yang -
~-menjadi alasan penOh‘tpus pxdana tersebut_ (dikenal dengan asas
:“culpa in causa atdu 1sas actzo Izbem in causa ) Pasai 54

.:_;;1:5._.:'dmu,mo}(ml\annya perubaban/modiﬁkasx putusan pemxdanaan

y | _'walaupan sudah beikekuatan tetap (Pasai 35 dan.Pasal 2 ayat 3).

':_:AliramAhran Dalam Hukum Pldana _ .

. Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep

“tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai

- tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum

.+ pidana, Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran
- positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo
- klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan

~‘keadaan pada zaman pertumbuhan-aliran-aliran tersebut. Aliran klasik

“yane muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari ancietn regime
yang i _ _ . P P g

.di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum,
- ketidaksamaan hukum-dan keridakadilan. Aliran ini berpaham
“indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang

menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah
hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya
hanya menganut single track systenm berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi
pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak
pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian
adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai
konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak
memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim
hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salab
atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-
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.'"3dimunvklnkamiyd hal\lm muuatuh}\&n plddnd Secara kumulatlf
_Waldupuﬂ ancaman pldand duumuskdn secara aItematlf {Pasal 58) '

Ay




oundang menjadi _.I;fc_lku_d_az}._.terst_ruktu;'. Aliran, klasik ini mempunyai
-zk@;;"akterisiik sebagai berikut:

.:::Defunm hukum dan I\e‘;dhatan

b, _*'-'Pldana hm us sesucu denwan kejahatannya;
i c " :DoI\mn kebebasan berkehendak;
d Pidana mau untuk bebex apa tindak pidana;
.;.e..:..-___T1daL ada uset empms dan R

“f. Pidana, yancr dnentukan secma pasti.

"Ahran modern qtau aiuau posmf muneul pada abad ke-19 yang
bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin

~ kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). Manusia dipandang
 tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak
lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan
pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki
adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan
resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana,
--tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-
undang, ‘penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang
‘murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya
saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan
‘tiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan
sosial. Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa
-kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang
tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang,

Ciri~ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

s

.. Menolak definisi hukum dari kejahatan;

b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
c.  Doktrin determinisme;
d. Penghapusan pidana mati;
e. Riset empiris; dan
f.  Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.
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L mennﬁankan (pmzcrple of e;uenuang cncrmn‘ances) Perbﬁlkan selanjutnya k
"adaiah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan =

oleh aliran Llas1k tellalu ber '1t dan me;usak semangat kemanusiaan vang -

pada beberdpa kebgakan peradxl‘ul denwan memmuskan pidana mini-
mum dan maksimum dan menuakm asas- asas ‘tentang keadaan yang -

Ob}@lxtlf Aliran ini mulai mempertimbanOkan L.ebutuhan adanya pembinaan -

...-mdw;duai dari pela.ku tiﬂd&k p1dana

_Kauaktemnk alnan neo klasxk adalah sebaozu benl\ut

'.__;ModlfikaSA dar; doktzm kebebasan belkehendak yang dapat
.. -dipengaruhi oleh . patologi, Leudakmampuan penyakit jiwa dan
£ _keadaan—keadadn lain;:

2. .Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan

peringatan :pemidanaan, dengan kemungkinan adanya

pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti

. penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi

R "pencretahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan
T dan e : 8

- 4 _Masuknyd kesaksmu ahli di dalam acara peradllan guna menentukan

'dela_;at pertan gungjawaban,

. 3’Iizjuan Pemidanaan

Menentukdn tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup

' dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan
- untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau

"mcmpakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan

tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan
tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam
sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan
mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-

teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar

pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari
beberapa pandangan.
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£ '-Aluan neo. o Klasik yang Juca beni\embanﬁ pada abad ke 19 mempunyai "
basis yang sama den gan alnan Klasik, yakm Lepercayaan pada kebebasan '_j B
berkehendah manusia. Aiﬂan inj beranwdpan bahwa pidana yang dihasilkan -~

bexkembancr pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan




L Hel bext L. Packer. menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual - - -
_yancv masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu ©
‘sama lain, yd}\m pandanoan retributif (rerributive view) dan pandangan

'unlzrm ian (utilitarian . vzew) Pandangan retributif mengandaikan

_pe;mdanadn sebagal. ganjaran .negatif. terhadap perilaku meny;mpancv_f .
'-__yancr dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat =

'. 3_.pemiddma11 hanya sebagai pembalasan terhadap Lesalahan vang dilakukan

o atas-dasar. tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan inj

5 '_ idxkqtcﬂxan bmsaf&t melihat ke belakang (backward-looking). Pandangan

i hramm melihat pemxdanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di

B nmna yvang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan

dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan
untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku ter pidana dan di pihak lain

“pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari
-+ kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan

berorientasi ke depan {forward- Iookuzg) dan sekaligus mempunyai sifat
pencegahan {detrerence).

-iSementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan
menjadi 3 kelompok yakni: a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis;

dan ¢) Teori retributif teleologis.

' Teori absolut memanddﬁo bahwa pemidanaan merupakan pembalasan
atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan
dan terfetak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan
bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang
telah melakukan sesuatn kejahatan yang merupakan akibat mutlak vang
harus ada sebagai suate pembalasan kepada orang vang melakukan
kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teieolowls (iu;u’m) memdnddno bahwa pemidanaan bukan sebagai

~pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang
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bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang

“tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut

atas keadilan.

Teori retributif teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan
bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip- p11n51p teleologis
(tujuan} dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda,
di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan
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~dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah,
.-.Scdanﬁkan karakter teleologisnya terleiak pada ide bahwa tujuan kritik
: 'noml tersebut.ialah snatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana
di kemudlan ‘hari. Pandangan teor ini menganjurkan adanya kemungkinan
' _u_ntu_k _m_engadal\dn artikulasi texhadap teori pemidanaan yang
-;:i'ne'n"dinté'crrasik"m beber‘lp"% fungsi sekaligus retribution yang bersifat
atilitgrian di mana pence 1hdn dan seI\ahUus mhabﬂmsx vang kesemuanya
- dilihat qebqom sasaran yang harus dlcapm oleh suatu rencana pemidanaan.
.-'_:Karena tujuannya bersifat 111tegmuf maka perdﬁcrl\at tujuan pemidanaan

- w.adalah: a) Pencegahan wmum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat;
- :¢) Memelihara solidaritas masyarakat; dan d) Pengimbalan/pengimbangan.
E 'Mcngenai tujuan, maka yang merupakan titk berat sifatnya kasusistis,

i . Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang
~surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan
‘rehabilitasi telah dikyitik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan

" rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar
" tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil
serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-
garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model
Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan
‘oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan
keadilan atau model ganjaran setimpal (Just desert model) yang didasarkan
pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (preven-

" tion) dan retribusi (retribution). Dasar tetribusi dalam just desert model
menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut
diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah
dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan
tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan
kejahatan. Dengan skema just desert ini, pelaku dengan kejahatan yang
sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan
yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada
pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi
kritik dari teori just desert ini, yaitu: Pertama, karena desert theories
menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman
yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukarn
kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan
lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan
dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian
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'serindkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang
l}sama Aedua, secara keseluruhan, tetapi eksklusif, menekankan pada
~pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan
+‘mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukurm.

_Di samping just desert model juga terdapat model lain yaitu restorative

j_z_r@s‘ficé_inodej yang seringka_l_i_'_dihadapkan pada retributive justice model.
Van Ness menyatakan bahwa landasan restorative juctice theory dapat
. diringkaskan dalam beberapa karakteristik:

.

Crime is primarily conflict between individuals resultine in injuries

“to victims, communities and the offenders themself: only secondary

is ‘it lawbreaking;

“iThe overarching aim of the criminal justice process should be to

reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes;

The criminal justice process should facilitate active participation
by victims, offenders and their communities. It should not be

dominated by goverment to the exclusion of others.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa resrorative justice

model mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

a.

i)
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Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang

lain dan diakui sebagai konflik;

Titik perhatian pada pemecazhan masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban pada masa depan;

Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;

Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi
sebagai tujuan utama,

Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas
dasar hasil;

Sasaran perhatian pacda perbaikan kerugian sosial;
Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah
maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak
pidana didorong untuk bertanggung jawab;
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i Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak
"..-pemahaman telhadap pe;buatan dan uniuk membaanlu memutu&kan_ o

“yang. texbam]\,_ -
'ﬁ'deaix pldana d]pdhaml dalam kontciﬁ menyeluluh 1n01a1 sosmi '
_.dan ekonomls dan

St Gma ddpat dlhapus mehhn tllldakan 1est01 atlf

5 :'Reu‘o;anve ]usnce maodel dlajukan oleh Laum abolisionis yang
' :-me}cﬂ\ul\aﬂ penoiakan teih'idap sarana koersif yang berupa sarana penal

Siidan dlgdnu dengan sarana ‘reparatif. Paham ‘abolisionis menganggap

- sistemt pmadllan p;dana mengandung masalah atau cacat struktural seh:noga '
“secara telatistis harus ‘dinbah dasar-dasar stuktur dari sistem tersebut.

“‘Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai vang melandasi paham
abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih
layak dan efekiif daripada lembaga seperti penjara.

“Restorative. justice -menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam
-keterlibatan - yang langsung dari para pihak., Korban mampu untuk
mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul
~tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan

yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem
nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas
itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai uatuk menghormati
dan 1:134 sahno mencrasml antar sesama. Peranan pemerintah secara
substansial be; Kurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.
‘Restorative justice membutah}\an usaha-usaha yang kooperatif dari
‘komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana
““korban dan pelaku: dapat merekonsiliasikan kontlik mereka dan memperbaiki
luka-luka mereka.

_ Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang
- paling terkenal pengaruh — korban, pelaku dan “kepentingan komunitas™
“mereka — dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan
mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia
dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan
- dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada
secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan
korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice '
juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan
pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.
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©“H.: Pengertian Resiorative Justice

"":"”‘Rest()rm‘fw) Justice” sebagal usaha untuk mencari penvelesaian

- konflik secara damai di tuar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia
“obanyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun .
keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam ..

"hu_k_'um nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul
""-_..'-_-.di_..1_1_1é;syziral<ai dan memberikan kepuasan pada pihak vang berkonflik.
--Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem
..peradilan pidana dengan pemenjaraan yvang dianggap tidak efektif
- : __:.'.i_neny'el_e_saikan_konﬂik sosial.-Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam
~:konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban
<“tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan
~.persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan
.sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar
+pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang

merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum
-.pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya
- negata yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat
- bisa saja memberikan sanksi.

_ : Sist_em_pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang
diterima dan dijalankan negara, Munculnya ide restorative Justice karena
proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah
restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan,

~ meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan
masa pembinaan sebagal ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana
dan korban.

Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan
pidana dan pemidanaan yeng sekarang berlaku menimbulkan masalah.
Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah
penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi
perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana
(napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke
keamanan (security approach). http://www.blogger.com/nost-
edit.g?blogID=3821534803656655240& postID=2697632419117920868
- fin3

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011




; --Selam pemenjamczn yancr membawa akibat bagi keluarga napi, sistem
yano beiiaku sekarang dinila udak meleg&kan atau menyembuhkan korban.
Apalaci plOSﬁS hu}\umnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan
- restoratif melibatkan korban, keluarga ‘dan pihak-pihak lain dalam

= menyelesatkan masaiah Di Sampmfr itu, menjadikan pelaku tindak-pidana

'-"-'f-'-be}.mnggunv jawab untuk: -memperbaiki kerugian -yang ditimbulkan

. - perbuatannya.:Pada. korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian

“aset; derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan.

2 - Bagi pelaku dan .mqsyara}\at, tujuannya adalah pemberian malu agar

~:pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, ‘dan masyarakat pun
o menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara
' "'Lalau kepentmcan dan: kerugian korban sucdah direstoratif, korban dan
: masymakat pun sudah memaaﬂ\an sementara pelaku sudah menyatakan
"."_f'-penyesalannyd '

- ‘Namun, penerapannyatidak mudah, Kaiau ‘hanya diterapkan di
-.f..hngkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Model restoratif harus
“ dilaksanakan mulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara dalam
proses penyidikan. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus
dilaksanakan. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban,
_baik fisik maupun psikis. Kerugian materii} mungkin bisa digantikan
~_pelaku. Tetapi bagaimana dengan derita psikis, misalnya akibat
pemerkosaan?

" Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan
~kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. la seperti tindakan
“membayar utang kepada pemberi utang. Oleh karena itu ketika seseorang
- narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai

orang yang merdeka seperti pembayar utang yang telah melunasi utangnya.
Apabila mantan napi tidak diperlakukan secara adil sebagai warga
masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang
paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan
pelanggaran hukumnya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum
sesungguhnya mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal penjahat.
Penjahat dalam hal ini bukan kategori hukum, tetapi kategori sosial
yaitu orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum
pidana. Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama dalam
bertingkah laku.
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_ Peradzhm Zaman. selxatanc tidak membuktikan bahwa seseorang .
' ;"'menjadx Jera dan menyelesalkzm masalah. Secara konseptual, keadilan -
alternatifini adalah keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh _
- dan lebih sensitif. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup =
.:-"-I\emunokman perbaikan yang dilakukan oleh pihak terhukum kepada
i korbarn. Derwan adanya lxcsempatan itu, konsep keadilan lebih bisa diterima
'-.:semuci pihak Tld{.ﬂ\ seperti sekarang, di mana seseorang bisa saja melakukan
“balas de:}ddm pa.da terhukum setelah korban keluar dari penjara, atau
~.:si korban merasa trauma berlebihan karena palnmya perasaan “kotor”
it ;yanv timbul: setelah dlpezkosa :

o Wajah Ltun dan hukum dan proses hukum yang fcnmai tadi adalah
teidapatnya fa}\ta bahwa keadilan formal tadi, sekurang- -kurangnya di
“Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan
masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktik korupsi, kolusi
- danmepotisme: Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk
keadilan ini-terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan
‘dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for
all mechanismy). Inilah yang mengakibatkan mulai ber palingnya banyak

' .plb'ak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

_ " Proses restorative Justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi
'(kebgal\sanaan) dan diversi ini, mer upakan upaya pengalihan dari proses
peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara
musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal
baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita

- sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak
~membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua
perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk
mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

_ Sdsal an akhir konsep peradilan restoratif ini mengharapkan
berkur angnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/
cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi marusia normal: pelaku
kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi
perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan,
dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam
karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan
ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan
dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. Istilah
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cddlldi} zzn'lzzmnya (il;\CnCll sebaﬁzﬂ kebljdi\dn

“penyelesaian di luar per

i _.a.kh;l dari suatu kasus: senoketa Lonflik, pemkdmn atau pelanggaran,

_:_peimml:mn I\epada peIaun/peImggcn agar mencdkomodam kerugian korban..
- Istilah umum yana popuiei adalah dllakul\annya peldamamn dalam
'-;:._-.perkam pelanggaaan hukum p}dana ' '

L keuntunoaﬁ dm pen gunaan penyelesaua;} ch }Lru penoadlldn dalam
'.3:'.'menyeles'nkan }\asus kasus pzdam adalah ‘bahwa pilihan penyelesaian
; '---"pada umamnya diSEI’&hI an kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan
~lain y‘mu Jucra amat menonjoz adalah biaya yang mmah Sebagai suatu
__'_."bentuI\ pen Ggann sank51 p1hak pelaku dapat menawmkan kompensasi
" yang . dnundmcrkdn/cllsepahan dengan pihak korban. Dengan demikian,
fI\eadLIan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendirs,
B :__yaxtu p;hak k(}lbdn ddn pelaku bul\an berdasarkan kalkulasi jaksa dan
© putusan hal\_lm

L Sebelumnya pexlu d;kemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya
_ penyelesaian pell\.ala pidana.di lnar pengadilan pidana sebagai berikut:

“Pelanggaran hukum p;dana tersebut termasuk kategori delik aduan,
'bzuk aduan yanc beimfat absoiut maupun aduan yang bersifat relatif,

: -;1. __-Pe}anggaraﬁ hul\um pIdana tersebut memiliki pidana denda sebagai
-ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal
280 KUHP):

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”,
bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda,

e

3. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang
- hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultinnon
A i=d =
“remedium.

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba
ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya antuk
melakukan diskresi.
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yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang + -
; imtuk meldkukm beberapa hal seb: 10'11 beukut sebavaz penemu keluaran ©

o .'uamun 3ug¢1 memlhkl Wewenancr melaku}\an d;skrem/penoenydmpincan_'-'
- perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan .- -




5. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses
... -ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang
- hukum yang dimilikinya.

-6, Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran
- hukum pidana adat vang diselesaikan melalui lembaga adat.

- Sedangkan ‘kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar
~-pengadilan”, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para
- penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi “komoditi”.

Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunakaya
. hukum di mata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

. Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan
pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis

" mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya
antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR,
seyogianya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun
pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif
ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri,
khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan.

 Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya
“penyelesaian di luar pengadilan” seringkali menimbulkan kecurigaan
atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya
_kesepakatan antara korban/pelapor dengan pelaku/terlapor dalam proses
penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang
dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian
yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”,
dikenal dalam proses penyidikan kepolisian maupun kejaksaan dengan
istilan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap
sebagal “komoditi”. Sindiran sinis sering terucap, berapa uang yang
diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa
atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP
sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkutat dalam
paradigma formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya
dapal diadili menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran
tentang pelaksanaan penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari
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:'_'penemlnn hul\um adala.h new u_]udkan kebenaran dan keadilan Selama
- aparat penegdk hukum tidak mcnoubah pcmlknm bahwa fujuan utama
“dari pene&rakdn hukum pidana adahh untuk menwujudkdn kebenaran
.dém keadilan,: mqka pelal\_‘;dnaqn KUHAP akan letap sermo ter_]ddl
: .Lontrove; 81

..:'lu‘;uan Pem;danaan Sebagm Pe} imdungan Masyarakat

: Seb waxm&na discbutkan d1 atas - ba.hwa tujuan pemidanaan salah
."-'Szltunya adalah perhndunga__n_mqsyma%at (social defence) dengan rumusan
- /‘mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
i :de:mi-p_engayoman masyarakat dan menyelesaikan konfhk yang ditimbulkan
'_-Gleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa

- damai dalam masyarakat. Penerapan teatang bagaimana kebutuhan
. perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan
_pidana minimum dan maksimum’ dalam delik-delik tertentu. Ketentuan
'ﬁ_'ﬁ"'menoemu perumusan pzdana maksimum dan minimum dalam penjelasan
_:_R}\UHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus
dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas piduna yang sangat
mencolok antuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,

~ lebilk mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak

_ pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat,
. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum Khusus
dan minimum khusus.

Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu
pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang
sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan
untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.
Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan
‘bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat

. diberlakukan ancaman secara khusus.

J. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pemidanaarn ini juga memberikan kesempatan
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana.
Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum
tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat
perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
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Puubahdn amu penyesuman udai\ boleh lebih berat dari putusan
e semula dan haws denwan pe1seuguan narapidana dan perubahan atau
.:'-'penyeeunuan dapat berupa ‘) pencabuian atau penghentian sisa pidana
" atau tindakan; atau b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan
-adalah bezouentaﬁ untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan .
- babwa ter| pldana yano memenuhl syarat-syarat selalu harvs dimungkinkan
*-_-'dxiakuhan perubdhan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan
“dengan’ i\emajuan vang diperolehselama terpidana dalam pembinaan.
: 'Dﬂlam penoeman seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan
-atau pengurangan atas pidana hanyalah: 2) kemajuan positif yang dicapai
oleh ter pidana; dan b) perubahm yanc akan menunjang kemajuan positif
yano Iebih besar Iam -

_ Ketemuan lam yanﬁ menunjukhan bahwa pemidanaan kepada pelaku
'bmtu]ucm untuk mencapcu perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan
pemzddndan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika
suatu tindak pldana diancam dengan pidana pokok secara alternatif,
maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan
__’lpdblid hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya
tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan
mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan
“yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana
bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap
terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

K. Tujuan Pemidanaan Sebagai Pembinaan Pelaku dan Menuju ke Sanksi
yang Alternatif

~ Salah satu perkembangan dalam RKUHP berkaitan dengan penetapan
tindakan sebagai bagian dari sistemn pemidanaan. Tindakan adalah
perlakukan (sreatment)y yang dikenakan oleh pelaku yang memenuhi
beberapa ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 RKUHP atau tindakan
yang dikenakan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana
pokoknya. Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang
memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 berupa:
a. Perawatan di rumah sakit jiwa,
b. Penyerahan kepada pemerintah; atau

¢.  Penyerahan kepada seseorang.
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deahm yanc‘r cidp:at d1}\{,n“1}\¢uz bemam&samd denuan pidana poi\ek
Eldlll_ atas:,

"'-:.'-Pencabui'm surdt 121n nlEIl("Gilllldl :
) Pemmpasm I\euntunﬁan yano dl;)eroleh dau tmdak plddﬂd

) :.'_.'Pelb‘ukan alub'it tmdal\ pxdana

'-:';-Lauhan Lerja
) -__.'_Rehabxhtdg danhmu
.__--Pemwatan d1 Iembdca

: 'PCH_}GI'&S«.&I’I PasaI 101" menyatakun bahwa Kitab Undano Undang
"-'-Hul\um Pidana ini menﬁanut sistemn dua jalur dalam pemidanaan (double
i frack system), yaitu di sampm0 pembuat tmdﬂk pidana dapat dijatuhi
pid&l’la dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Penetapan sanksi berupa
““tindakan ini harus sesuai denvan tujuan pemidanaan dan pedoman
'--.'pexmd’maan Ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan
“putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 53. Pengenaan tindakan
“ini bukan didasarkan atas ancaman yang terdapat dalam tindak pidananya,
”_'.'karend memang dalam tidak ada tindak pidana yang diancamkan dengan
“:pengenaan tindakai, tetapi didasarkan pada kondisi si pelaku. Terdapat
“dua kelompok pelaku yang dapat dikenakan tindakan, yaitu bagi orang
*yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung
~jawab dan orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan
untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Sistem pemidanaan dua jalur (double track system) secara teoritis

" telah dianut dalam KUHP, namun sanksi tindakan hanya diperuntukkan
bagi orang vang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah
umur sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Pasal 44 dan Pasal 45,
~"Dalam perkembangannya, perundang-undangan di luar KUHP telah
“menerima konsep perluasan pengenaan jenis sanksi tindakan yang juga
“dapat diancamkan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab
“dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, misalnya pada UU No. 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, 78 Jenis tindakan dalam pola pemidanaan
dalam beberapa regulasi di Indonesia ini hanya dianggap sebagai sanksi
yang bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak ada bedanya dengan
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“‘jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Meskipun juga 0

-telah ada sanksi tindakan yang bersifat mandiri atau sebagai sanksi -

alternatif, misalnya dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan -

*Anak, namun tidak ada penjelasan yang memadai mengenai argumentasi -
- atau landasan pengenaan sanksi tindakan vang bersifat mandisi tersebut, .

“bahwa merupakan saniksi yang bersifat mandiri untuk tindakan sudah . -

~-Sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP telihat :

menunjuk secara jelas tentang pihak yang dapat dikenai sanksi tindakan

tersebut, yakni setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana

menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental. Sementara

~sanksi tindakan berupa: a) pencabutan surat izin mengerudi; b) perampasan
- keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; ¢) perbaikan akibat tindalk

pidana; d) la_tihan_ké_rja; e} rehabilitasi; dan/atau f) perawatan di lembaga

. -bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan
_bersama-sama dengan pidana pokoknya. Beberapa tindakan yang
' dirumuskan juga ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pefaku,
di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan
"berupa_ latihan kKerja dan tindakan berupa rehabilitasi. Tindakan-tindakan
~ini juga diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku
“yang dikenai pidana, misalnya untuk tindakan berupa latihan kerja yang
“harus mempeﬁimbamgkan tentang kemantaatan bagi pembuat tindak pidana,
. kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja di mana
~dalam menentukan jenis latihan kerja ini wajib diperhatikan latihan
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kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal
pembuat tindak pidana,

Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan double track
system dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan
menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke
sistemn pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pengaturan
dalam RKUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan
hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung
jawab dan mengalami gangguan jiwa sebagaimana dianut dalam paham
klasik, tetapi juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab. Penetapan
sanksi berupa tindakan ini juga merupakan bentuk penegasan tentang
berbagai alternatif penentuan sanksi dengan diberikannya hak kepada
pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan dalam perjatuhan sanksi.
Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern tentang individualisasi
pidana di mana mensyaratkan adanya keleluasaan bagi hakim dalam
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“memilih dan menentukan sanksi apa.(pidana atau tindakan) yang patut
p.'ope‘i) untuk 1nd1v1du yang bewanckuldn meskipun juga haras dalam
batas- batas yano “ditentukandengan und,,uw—undcmcr sebagaimana

-".dlsyaratk'm bahwa penjaiuhfm sanksi harus mempertunbanrr[\an ketentuan -

'_ten&uw mJ mn pem1dqnaan dan pedoma;} pem1dd;mcm

S L, -"'Kes;mpulan

S Secara’ umum, pen_qa{mdn tenmnGr pemiddna‘m § aI'im RKUHP telah
© - “mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan
. sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untek menentukan .
~batas pemidanaan (the limit of sentencing) dan penentuan bobot pemidanaan
”-'(ﬂze level of vemmcmg) Ketentuan dalam pemidanaan ini kemudian
o _dlperte“filb dengan penentum jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif
"'-'baﬂz pcnﬂadﬁan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku
“berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya
i _seh;ngga tidak’ ada peny amarataan {indiscriminately) atas penjatuhan
- pidana. Pidana penjd: a atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih
snlit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya
_ lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak
- ‘tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam
tujuan pemidanaan yang telah diramuskan meskipun dinyatakan sebagai
salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa
tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang
berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positit Indonesia,
baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.

Tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RKUHP berorientasi untuk
perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku. Hal
ini tercermin dari 4 tujuan pemidanaan yang lebih banyak menitikberatkan
pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan
mengulangi tindak pidana dan juga masyarakat yang lain agar tidak
melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang bermaksud untuk
merehabilitic pelaku ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa tujuan
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan atan merendahkan
martabat manasia.

Dalam hal penetapan jenis sanksi pidana, RKUHP menambahkan
beberapa jenis pidana baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja
sosial. Penetapan hukuman mati, meskipun ditempatkan pidana yang
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“ bersifat khusus "'ddn'dalam"'penelapannya dilakukan secara selektf,
"":--Zmegupakan pidana yang tetap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan

":sebagai landasan untuk menetapkan sanksi pidana. Hal ini:terlihat dari =
- masih’ banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

.'Beb_eiapa ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati, termasuk adanya .

~kesadaran bahwa hukurnan mati merupakan hukuman yang sangat berat -

‘dan ‘tidak akan dapat melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan, = -
: .':Inenunjukkan bdhwa ddrl keracu»xacuau untuk menerapkan hukuman
';matl y U :

i Rekomem%am i

hetentuam menaenm saan oth Lerugaan kepada korban harus

.c_:'l_i_a_tu_x secara lebih jelas untuk z_nembeukan Jaminan bahwa korban akan
-mendapatkan hak-hak ganti rugi tersebut. Pengaturan ini juga menuntut

-adanya perubahan prosedur tentang ganti rugi ini, terutama soal pengajuan

. hak-hak ganti rugi kepada korban tersebut. Mengenai besaran ganti
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kerugian kepada korban juga. harus dirumuskan sebagaimana dalam
pidana denda dan bukan semata-mata diserahkan kepada hakim untuk
menentukan besaran ganti kerugian kepada korban. Hukuman mati

selayaknya dihapuskan karena jenis hukuman mati ini tidak sesuai dengan

‘tujuan pemidanaan.
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